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MOTTO HIDUP 

 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu
telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah
) dan hanya pada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap “ (Q.S Al-Insyirah
: 6-8)

 “Titik balik dalam proses menuju kedewasaan adalah saat kita menemukan
dalam diri kita kekuatan inti yang bisa mengatasi semua rasa sakit” (Max
Lerner)

 “Kegagalan adalah penundaan, bukan kekalahan. Kegagalan adalah jalan
memutar bukan jalan buntu” (William Arthur)
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ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSINYA 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman) 
 

Fendy Irmansyah 
NIM. 07312418 

 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, 
(2) untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013, (3) untuk mengetahui seberapa 
besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman 
pada tahun 2008 – 2013, (4) untuk mengetahui perbandingan pajak daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013, (5) untuk 
mengetahui tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada 
tahun 2008 – 2013, dan (6) untuk mengetahui sektor-sektor pajak daerah yang 
berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013. 

Penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan pada BPKKD dan DISPENDA 
Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan mencakup rasio 
efisiensi, rasio efektivitas, rasio kontribusi, perbandingan pajak daerah dan 
pendapatan asli daerah, tingkat kemandirian daerah, serta perhitungan sektor-sektor 
pajak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. 

Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 2008 
sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata 
tingkat efisiensi pajak daerah adalah sebesar 5.85% dengan kategori efisien. Hasil 
perhitungan mengenai tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas 
pajak daerah adalah sebesar 119.69% dengan kategori sangat efektif. Rata-rata 
kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 
sampai dengan 2013 adalah sebesar 53.62% yang termasuk dalam kategori cukup. 
Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman dalam periode 
tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami peningkatan. Tingkat 
ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat 
cukup tinggi, dan belum memperlihatkan kecenderungan penurunan yang signifikan 
dari tahun ke tahun. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos pajak penerangan jalan 
umum dan pajak BPHTB. 

 
Kata kunci: efisiensi, efektivitas, kemandirian daerah, pajak daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya merupakan tuntutan dari 

globalisasi yang melanda di seluruh dunia. Dengan adanya globalisasi, setiap 

daerah sudah seharusnya dapat diberdayakan dengan diberikan kewenangan yang 

lebih luas dan lebih nyata. Setiap daerah tentunya juga dituntut untuk bertanggung 

jawab untuk menjalankan urusan dan kegiatan pemerintahannya masing-masing. 

Salah satu faktor yang tidak dapat dilepaskan dari otonomi daerah adalah 

pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi 

dengan pembangunan nasional. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah menginsyaratkan bahwa otonomi daerah secara resmi diberlakukan mulai 

pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah ini telah dikaji 

sebelumnya. Pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi 

propinsi, kabupaten/kota, dan desa telah dilaksanakan jauh sebelum otonomi 

daerah dilaksanakan. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi daerah yang 

luas, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penegasan 

semangat otonomi daerah semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memperbaharui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintah Daerah mencoba mengatasi beberapa kelemahan materiil Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dibuat secara “darurat” menanggapi tuntutan 

reformasi (Halim dan Damayanti, 2007: 2). 

Asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi yang dianut sistem 

pemerintahan Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara bersama-sama. 

Otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan asas 

desentralisasi tersebut. Dalam otonomi daerah dibentuk daerah otonom yang 

terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Pembentukan ini 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999. Menurut pasal 1 huruf 1 dalam Undang-Undang tersebut 

dirumuskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. 

Asas desentralisasi menjadi lambang akan adanya kepercayaan 

pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan kemandirian 

pemerintah dan masyarakat daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kewenangan 

Pemerintah didesentralisasikan ke daerah. Sejalan dengan hal itu, pemerintah 

pusat tidak lagi memiliki kewenagan untuk mengurus kepentingan pemerintahan 

di daerah. Pemerintahan di daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. 

Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berperan sebagai pengawas dan penilai. 
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Menurut Kaho (2003: 5), Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan 

yang didesentralisasikan. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi perlu 

diterapkan karena akan membawa efektivitas dalam pemerintahan. Hal ini 

disebabkan wilayah Negara itu pada umumnya terdiri pada berbagai satuan 

daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus tersendiri yang disebabkan 

oleh faktor-faktor geografis seperti halnya keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat 

istiadat, kehidupan ekonomi, bahasa, tingkat pendidikan atau pengajaran, dan 

sebagainya. Pemerintahan dapat efektif kalau sesuai dengan keadaan riil dalam 

negara. 

Otonomi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia tentunya memiliki visi tersendiri. Visi otonomi daerah 

dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama, yaitu: (1) politik, (2) ekonomi, 

(3) sosial dan budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami 

sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah 

yang dipilih secara demokratis. Hal ini memungkinkan berlangsungnya 

penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat 

luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada 

asas pertanggungjawaban publik.  

Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin 

lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain 

dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan 

regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di 

daerah. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya 
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berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, 

memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur 

yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi 

daerah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari 

waktu ke waktu. 

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin 

demi menciptakan harmoni sosial. Selain itu, pada saat yang sama otonomi 

daerah juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap 

kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. 

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya juga merupakan bagian dari upaya 

pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Otonomi diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan 

masyarakat di daerah dalam berbagai bidang, terutama dengan adanya asas 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Dengan adanya asa tersebut 

diharapkan kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan di daerah 

semakin meningkat. 

Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat 

berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada 

pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah otonom harus mempunyai kemampuan 

sendiri untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya melalui sumber-sumber 

pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh 

daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan 

untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah 
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tangganya sendiri. Agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-

baiknya, perlu ada sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan bahwa pendapatan 

daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.  

Ketergantungan yang sangat besar dari daerah kepada pemerintah pusat 

telah menyebabkan kreatifitas dalam mengelola sumber-sumber ekonomi tidak 

dapat berkembang secara optimal. Ketergantungan yang tinggi terhadap 

penerimaan dari pusat pada satu sisi dan rendahnya peranan pendapatan daerah di 

sisi lain membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan pendapatan 

daerah dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi seperti ini tentu saja dapat 

menyulitkan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi secara nyata. 

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, tidak dapat terlepas 

dari persoalan pembiayaan dan penganggaran. Kemampuan keuangan merupakan 

salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. 

Pendapatan daerah yang merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah 

masih terbilang rendah di sebagian besar daerah di Indonesia. Pemerintah daerah 

seharusnya mampu memanfaatkan sumber dan potensi keuangan yang dimiliki, 

serta mengadakan usaha menggali sumber-sumber keuangan guna meningkatkan 

pendapatan daerahnya. Kemampuan mengejar peluang yang ada dan 

membudayakan potensi alam setempat menjadi hal penting untuk meningkatkan 

pendapatan. Usaha ini dinilai dapat berhasil meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang merupakan pilar pokok kemandirian keuangan daerah. 
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Pendapatan daerah terdisi atas tiga komponen, yaitu (1) Pendapatan Asli 

Daerah, (2) pendapatan transfer, dan (3) pendapatan lain-lain yang sah (Mahmudi, 

2007: 67).  Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal 

dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar PAD. Hal ini 

terjadi karena PAD dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, 

sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non-PAD) sifatnya lebih terikat. 

Dengan penggalian dan peningkatan PAD diharapkan pemerintah daerah juga 

mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. 

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber 

keuangannya, maka dalam bunyi pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dicantumkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: (1) 

Pendapatan Asli Daerah, yaitu: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, 

(c) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan (d) lain-

lain pendapatan daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman daerah, 

dan (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat 

dipahami bahwa pajak merupakan salah satu komponen PAD yang harus 

dikembangkan.  

Pengembangan terhadap sumber-sumber PAD dapat memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD 

adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara 

langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum guna 

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai 
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kesejahteraan umum. Di Indonesia, Lembaga Pemerintah yang mengelola 

perpajakan negara adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan salah 

satu direktorat jenderal yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. 

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk 

dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, suatu 

daerah harus mampu meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan sumber-

sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat juga 

diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen 

pendapatan daerah yang harus dikembangkan karena dapat memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi kemandirian dan keberhasilan pelaksanaan 

otonomi di daerah. 

Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang 

sedang berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah serta kesejahteraan 

masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan 

sumber-sumber keuangan daerah seperti halnya pajak daerah agar dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut tidak terlepas dari 

adanya kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber yang 

dimanfaatkan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan 

tersebut adalah melalui upaya peningkatan pajak daerah yang memiliki kontribusi 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

Mengingat besarnya peranan kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi 

daerah dalam memacu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan 

 
 



8 
 

asli daerah, maka pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui tingkat 

kemandirian Kabupaten Sleman juga perlu dilakukan, khususnya setelah 

penetapan otonomi daerah. Tingkat kemandirian itu sendiri dapat dilihat dari 

derajat otonomi fiskal serta konstribusi pendapatan asli daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Sleman. 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang 

berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan 

perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber yang 

dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya tersebut adalah melalui 

pajak daerah. Pajak daerah tentunya juga memberikan kontribusi terhadap PAD di 

Kabupaten Sleman. Dengan pemungutan pajak yang efektif dan efisien, 

diharapkan PAD Kabupaten Sleman dapat mengalami peningkatan. Mengingat 

pentingnya pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah, maka pembahasan secara mendalam tentang efisiensi dan efektivitas, 

serta kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sleman perlu dianalisis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini agar memiliki nilai-nilai ilmiah adalah sebagai 

berikut. 

a. Bagaimanakah tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013? 
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b. Bagaimanakan tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013? 

c. Seberapa besarkah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013? 

d. Bagaimana perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013? 

e. Bagaimana tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman 

pada tahun 2008 – 2013? 

f. Sektor-sektor pajak daerah apakah yang berpotensi untuk dikembangkan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman pada 

tahun 2008 – 2013? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini, maka 

tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013? 

b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013? 

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013? 

d. Untuk mengetahui perbandingan pajak daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008 – 2013. 

 
 



10 
 

e. Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013. 

f. Untuk mengetahui sektor-sektor pajak daerah yang berpotensi untuk 

dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2013. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi baik dari segi 

teoritis maupun praktis. 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang ilmu ekonomi, terutama dalam hal 

efisiensi dan efektivitas pajak daerah, serta kontribusinya terhadap PAD. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

mengenai pemungutan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai hasil dari penerapan 

teori, dan untuk menambah wawasan pemikiran khususnya mengenai 
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efisiensi dan efektivitas pajak daerah, serta kontribusinya terhadap 

PAD. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

Pada bab ini peneliti membahas tentang uraian kajian pustaka 

dan landasan teori yang mendasari tentang Penerimaan Asli Daerah, 

pajak daerah, dan evaluasi pajak. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini merupakan uraian tentang jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan. 
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BAB V : Penutup 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan topik penelitian 

di masa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

1. Kajian Pustaka 

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan mengetahui keaslian karya ilmiah. 

Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi pada 

umumnya telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini, bertujuan sebagai titik 

tolak untuk mengadakan suatu penelitian. Kajian pustaka dapat bersumber dari 

makalah, skripsi, jurnal, internet atau yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

Riduansyah (2005) mengadakan penelitian dengan judul “Kontribusi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung 

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi penerimaan pajak daerah 

dan retribusi daerah terhadap perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pada 

Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai studi kasus, dan untuk menggambarkan 

kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan 

penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang tercermin dalam APBD-nya, 

dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu 

Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 – 2000 cukup signifikan dengan rata-rata 
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kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin 

dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan 

otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu 

TA 1993/1994 – 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 

7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. 

Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun 

waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% 

dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun.  

Fatchanie (2007), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi 

dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Sleman”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak parkir sebenarnya di 

Kabupaten Sleman, mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik 

pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sleman, mengetahui jumlah pendapatan 

Pemerintah Daerah dari Pajak Parkir dengan dasar temuan potensi pajak parkir di 

Kabupaten Sleman, dan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas praktik 

pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Sleman selama 

ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman 

masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh 

DPKAD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan tingkat 

efektivitasnya masih berfluktuatif atau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 

dan penurunan. 

 
 



15 
 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan 

berhubungan dengan efisiensi, efektivitas, dan kontribusi Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

efisiensi, efektivitas, dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada di 

Kabupaten Sleman. Dengan perbedaan tersebut maka keaslian penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan.  

2. Landasan Teori 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat 

pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. 

Menurut Devas, et al. (1999), kelompok penerimaan lain-lain dalam 

pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil, seperti 

hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Di dalam Ketetapan MPR Nomor 

IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa: 

“Kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai 
peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas 
Pemda, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar 
daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk 
menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan 
kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi 
kemandirian daerah”.  

 
Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-

sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan 

basis pajak (taxing power) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan 

makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa telah 

diberikan kewenangan kepada daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan 
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sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap 

mendasarkan batas kewajaran, yang didukung dengan perimbangan keuangan 

antara Pusat dan Daerah. Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di 

dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, istilah tentang 

kemandirian daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis kemandirian daerah 

diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi 

yang ada pada suatu daerah sampai sejauh mana kekayaan dan kemampuan 

daerah dalam membiayai kebutuhan di daerah tersebut, baik yang bersifat 

rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku.  

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah juga disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah 

sebagai berikut: 

1) Hasil pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame 

dan lain-lain. 

 
 



17 
 

2) Hasil retribusi daerah, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 

pasar, retribusi terminal, dan lain-lain. 

3) Hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, antara lain bank pendapatan daerah, perusahaan 

air minum, perusahaan daerah percetakan, penyertaan modal pada pihak 

ketiga, dan lain-lain.  

4) Lain lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan barang 

milik daerah, jasa, giro, dan lain-lain. 

b. Pajak Daerah 

1) Pengertian Pajak Daerah 

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi berbeda-

beda tentang pajak. Namun demikian definisi-definisi tersebut mempunyai 

arti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal dari 

negara yang langsung dapat dituju dan yang digungkan untuk membiayai 

pengeluaran umum (Munawir, 1998: 3).  

Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya 

sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini 

memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi 

berubah. Situasi yang pertama adalah berkurangnya kemampuan individu 

dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan 

jasa, dan situasi yang kedua adalah bertambahnya kemampuan keuangan 
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negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut 

Soemitro (1992), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya 

undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara 

untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara yang 

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus 

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan 

hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan 

undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi 

fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar 

pajak. 

Sementara pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

dinyatakan pengertian pajak sebagaimana kutipan berikut. 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 
Dari berbagai definisi tentang pajak tersebut, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal mengenai pajak sebagaimana berikut. 

a) Iuran masyarakat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak 

melakukan pemungutan pajak adalah negara.  
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b) Berdasarkan Undang-Undang, dalam arti bahwa walaupun negara 

mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam peiaksanaannya 

harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Undang-Undang. 

c) Tanpa jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dari negara, dalam 

arti bahwa jasa timbal balik atau kontra prestasi yang diberikan oleh 

negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung 

dengan besarnya pajak. 

d) Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat 

umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum. 

2) Fungsi dan Syarat Pemungutan Pajak Daerah 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai 

semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal 

tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

a) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Negara membutuhkan 

biaya dalam menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan 

pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja 

pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 
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pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran 

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan 

sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat 

dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

b) Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka 

menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, 

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka 

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk 

yang tinggi untuk produk luar negeri. 

c) Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain 

dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan 

pajak, penggunaan pajak yang efektif. 

d) Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 
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membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, 

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila 

terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila 

terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang 

kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan 

pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: 

a) Pemungutan pajak harus adil 

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan 

untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 

b) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi; pajak dan 

pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-

Undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

undang-undang tentang pajak, yaitu: 

(1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan 

UU tersebut harus dijamin kelancarannya. 

(2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan 

secara umum. 

(3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib 

pajak. 
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c) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar 

tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 

perdagangan, maupun jasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

pemungutan pajak yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan 

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama 

masyarakat kecil dan menengah. 

d) Pemungutan pajak harus efisien 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak 

harus diperhitungkan. Hal ini untuk menjamin bahwa pajak yang 

diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh 

karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah 

untuk dilaksanakan.  

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Tata cara pemungutan pajak akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan 

memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus 

dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib 

pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. 

3) Teori Pemungutan Pajak 

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak 

(Brotodiharjo, 1991: 2). Teori-teori tersebut diuraikan sebagaimana 

berikut. 
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a) Teori Asuransi  

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi 

warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwa maupun 

keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan 

biaya. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi 

kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh 

disamakan dengan perusahaan asuransi. 

b) Teori Kepentingan 

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya 

kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan 

dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 

kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya 

bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi 

daripada orang kaya, seperti perlindungan jaminan sosial, kesehatan, 

dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban 

pajak. 

4) Asas Pengenaan Pajak 

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara 

ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu 

undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang 

akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat 
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beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam 

menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas utama yang 

paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan 

pajak adalah sebagai berikut. 

a) Asas Domisili (Domicile/Residence Principle) 

Berdasarkan asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari 

luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b) Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan mengenai siapa dan 

apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan 

tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek 

pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. 

c) Asas Kebangsaan (Nationality/Citizenship Principle). 

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah 

status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh 

penghasilan. Berdasarkan asas ini, dari mana penghasilan yang akan 

dikenakan pajak berasal tidaklah menjadi persoalan. Asas ini berlaku 

untuk Wajib Pajak Luar Negeri. 
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5) Pengelompokan Pajak 

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib 

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan   langsung   yang   seimbang,   yang   dapat   dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak 

Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak pengambilan Bahan 

Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Air Bawah Tanah. 

Beberapa pengelompoan pajak adalah sebagai berikut. 

a) Menurut Sifat 

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka pajak dapat dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu: 

(1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. 

(2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b) Menurut Lembaga Pemungutan 

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, maka pajak terbagi 

atas: 

(1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
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(2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

c) Menurut Golongan 

Berdasarkan pembebanannya pajak dapat dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu: 

(1) Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, 

misalnya pajak seorang pengusaha dibayarnya dari bagian 

pendapatan atau labanya sendiri. Pada pokoknya jenis pajak ini 

tidak dapat menaikkan harga. Pajak langsung dikenakan kepada 

seseorang secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, 

misalnya tiap tahun atau tiap bulan, yang ditagih dengan suatu 

ketetapan pajak. Pajak yang termasuk pada golongan pajak 

langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Gaji dan Upah, Pajak 

Kekayaan, Pajak Perseroan, Pajak Deviden  dan Pajak Rumah 

Tangga.  

(2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang pada akhirnya 

dapat menaikkan harga, karena ditanggung oleh pembeli dan pajak 

tersebut baru terhutang jika terjadi hal-hal yang menyebabkan 

terhutang pajak. Pajak yang termasuk dalam golongan pajak tidak 

langsung adalah Pajak Penjualan, Pajak Pembangunan, Pajak Bea 

 
 



27 
 

dan Cukai.  Pada dasarnya pajak tidak langsung sudah dimasukkan 

dalam harga barang, tetapi konsumen tidak menyadari bahwa 

sebenarnya ia juga membayar pajak. 

c. Evaluasi Pajak Daerah 

1) Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau 

dengan istilah lain output per unit input (Mahmudi, 2007: 17). Suatu 

organisasi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input 

serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan 

output sebesar-besarnya (spending well). Berkaitan dengan pajak, 

pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak 

yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, et 

al., 1999: 21). Biaya pemungutan didefinisikan sebagai dana yang 

digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak 

yang dilaksanakan oleh dinas terkait.  

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak 

harus diperhitungkan, agar pajak yang diterima tidak lebih rendah 

daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem 

pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Biaya 

pemungutan pajak yang dimaksud adalah jumlah dari biaya pendaftaran, 

pendataan, dan penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan. 

Sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah 

dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan 
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ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, et al., 1999: 21). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah adalah 

(Halim, 2004: 56):  

 

 

 

Peneriman pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi 

penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio 

maka semakin efisien. Dari metode Devas (1999), maka kriteria 

pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:  

a) Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.  

b) Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.  

c) Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien. 

2) Efektivitas 

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat 

juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan 

dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga 

suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 

pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat 

yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas, et al., 1999: 22).  

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil 

pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan 

         Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 
Rasio Efisiensi  =                x 100% 
          Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 
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(Mardiasmo, 2002: 26).  Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu 

organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang 

dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan 

spending wisely (Mahmudi, 2007: 19). Rumus pengukuran efektivitas 

untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 56):  

 

 

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas 

bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka 

semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 

(satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio 

dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. 

Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran 

efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan 

saja (judgement). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa 

kategori, yaitu:  

a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat 

efektif.  

b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 90%-100% berarti efektif.  

c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 80%-90% berarti cukup 

efektif.  

d) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 60%-80% berarti kurang 

efektif.  

              Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 
Rasio Efektivitas  =                       x 100% 
                Target Penerimaan Retribusi Daerah 
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e) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak 

efektif. 

3) Kontribusi 

Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan 

membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode tertentu pula. 

Semakin besar hasilnya, berarti semakin besar pula peranan pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu juga sebaliknya jika hasil 

perbandingannya terlalu kecil bearti peranan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 59): 

 

 

 

Sesuai dengan konsep yang menitik beratkan pada retribusi daerah 

sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka secara 

teoritis tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi retribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dievaluasi. Pada penelitian ini, 

  Σ Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah 
Kontribusi  =                          x 100% 
           Σ Realisasi Penerimaan PAD  
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faktor-faktor efisiensi, efektivitas dan kontribusi retribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur melalui rasio efsiensi, rasio 

efektivitas dan margin kontribusi. Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana efisiensi, efektivitas dan kontribusi retribusi 

daerah pada Kabupaten Sleman.  

d. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

a. Desentralisasi Fiskal 

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu 

sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara 

kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat 

dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, 

kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian 

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, 

termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. 

Penerapan pembagian dana perimbangan meliputi bagi hasil atas  

penerimaan PBB, BPHTB dan SDA, DAU dan DAK akan menimbulkan 

dampak yang sangat signifikan baik dari segi jumlah dana maupun dari   

segi mekanisme pengalokasian dan pertanggungjawaban dana yang 

dialokasikan ke daerah melalui APBN. Transfer dana ke daerah melalui 

dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan 

fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintah secara umum 

akan semakin berkurang. Sebaliknya, proporsi total pengeluaran 

pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Perubahan ini 
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akan tampak apabila dibandingkan   dengan alokasi dana ke daerah pada 

tahun 2000 yang meliputi dana rutin  dan dana pembangunan. 

Perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung akan turut 

berpengaruh terhadap manajemen kebijakan fiskal. Semakin besar dana  

yang ditransfer ke daerah, semakin terbatas jumlah dana yang ditransfer 

ke daerah, semakin terbatas jumlah dana yang dapat dialokasikan bagi 

kegiatan pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah daerah akan 

memperoleh ruang gerak yang lebih luas untuk berperan dalam 

menentukan formulasi yang diperoleh dari hak otonomi dan desentralisasi. 

b. Dana Perimbangan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang 

berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil 

penerimaan negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) 

kepada pemerintah daerah (APBD). Dana perimbangan yang terdiri dari 

PBB, BPHTB, SDA, DAU, dan DAK. Dana perimbangan terdiri dari: 

1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari 

Sumber Daya Alam 

2) Dana Alokasi Umum 

3) Dana Alokasi Khusus 

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk 

pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Penerimaan negara dari BPHTB 

20% untuk pemerintah pusat dan untuk daerah. 10 % penerimaan PBB dan 
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20% penerimaan BPHTB yang menjadi bagian dari pemerintah pusat dan 

90% dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. 

Dana Alokasi Umum, ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari 

Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi 

Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten kota ditetapkan 

masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini terjadi perubahan kewenangan di antara daerah 

provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi 

Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupatenAota 

disesuaikan dengan perubahan tersebut. 

Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi tertentu ditetapkan 

berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah 

provinsi yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah provinsi yang 

bersangkutan. Porsi daerah provinsi yang bersangkutan merupakan 

proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot 

semua daerah provinsi di seluruh Indonesia. 

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk 

seluruh daerah kabupaten/kota merupakan proporsi bobot daerah  

kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bobot daerah ditetapkan 

berdasarkan:  

1) kebutuhan wilayah otonomi daerah 
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2) potensi otonomi daerah 

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada 

daerah tertentu untuk membantu biaya kebutuhan khusus dengan 

memperhatikan tersedianya dana dari APBN. Kebutuhan khusus itu 

adalah: 

1) kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan menggunakan rumus 

alokasi umum dan atau 

2) kebutuhan yang merupakan komitmen yang berasal atau prioritas 

nasional 

Dana Alokasi Khusus termasuk yang berasal dari dana reboisasi. 

Dana reboisasi dibagi dengan perimbangan: 

1) 40% dibagikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus 

2) 60% untuk pemerintah pusat 

Kecuali dalam rangka reboisasi, daerah yang mendapat 

pembiayaan kebutuhan khusus, menyediakan dana pendamping dari 

APBD sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan. 

1) Dana Bagi Hasil 

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, jenis 

penerimaan yang dibagihasilkan diperluas, sehingga meliputi bagi 

hasil atas penerimaan SDA yang terdiri dari penerimaan minyak bumi, 

gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan penerimaan 

pajak yang terdiri dari PBB dan BPHTB. 
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Melalui bagi hasil penerimaan negara tersebut, diharapkan 

potensi penerimaan daerah menjadi semakin meningkat dan daerah 

merasakan bahwa haknya atas pemanfaatan SDA yang dimiliki 

masing-masing daerah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dengan 

sistem pembagian yang didasarkan atas daerah asal (by origin), 

sebagian penerimaan yang diperoleh dari daerah penghasil harus 

diberikan dan dinikmati oleh daerah penghasil yang bersangkutan. 

Dapat dimaklumi, pembagian hasil penerimaan pajak dan SDA  

tersebut yang berdasarkan daerah asal itu cenderung menimbulkan 

terjadinya ketimpangan antara daerah. Hal ini disebabkan hanya 

beberapa daerah saja yang memiliki SDA yang signifikan, seperti 

minyak bumi, gas alam, dan kehutanan, sedangkan daerah lain tidak 

memilikinya. Begitu pula dengan potensi penerimaan daerah dari 

PBB, BPHTB, dan PPh perseorangan. Oleh sebab itu, peranan DAU 

menjadi sangat strategis untuk dapat menciptakan keseimbangan dan 

pemerataan antar daerah secara menyeluruh. 

2) Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada 

daerah yang bersifat block grant yang kewenangan pengaturan dan 

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya Dana 

Alokasi Umum ditetapkan minimal 25% dari Penerimaan Dalam 

Negeri (PDN). PDN yang akan dibagihasilkan kepada daerah adalah 
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PDN netto, yaitu PDN bruto dikurangi dengan penerimaan yang telah 

dibagihasilkan termasuk dana reboisasi. 

DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan 

dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan 

keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan 

pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi 

yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah. 

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam 

pembagian DAU kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, 

maka penetapan formula distribusi DAU ditetapkan oleh Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang anggotanya terdiri dari 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan 

Pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, menteri lain sesuai kebutuhan, 

perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang 

dipilih oleh DPRD. 

3) Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus termasuk di dalamnya 40% dari dana 

reboisasi. Berbeda dengan dana bagi hasil dan DAU, kewenangan 

dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena.dana tersebut pada 

dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu (earmaking) 

termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk 

membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya 
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dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang 

merupakan komitmen atau prioritas nasional. 

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usul 

kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah 

kepada Menteri Teknis, sedangkan pengalokasian DAK ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri 

Teknis/Instansi yang terkait yang membidangi perencanaan 

pembangunan nasional. Untuk memperoleh DAK, daerah diwajibkan 

untuk menyediakan dana pendamping minimal 10% dari total yang 

diajukan yang disediakan dari APBD. 

4) Pinjaman Daerah 

Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri 

untuk membiayai sebagian anggarannya di samping itu daerah pun 

dapat melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah 

pusat. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang untuk 

membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan 

dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali pinjaman 

itu, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. 

Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek untuk 

pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Pinjaman 

daerah tersebut dilakukan dengan persetujuan DPRD dengan 

memperhatikan kemam-puan daerah untuk memenuhi kewajibannya. 

Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh daerah diumumkan 
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dalam Lembaran Daerah, agar setiap orang dapat mengetahuinya. 

Daerah dilarang melakukan pinjaman daerah yang menyebabkan 

terlampauinya batas jumlah pinjaman yang ditetapkan. Daerah 

dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan sehingga 

mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Pelanggaran terhadap 

ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah atas 

pinjaman daerah merupakan salah satu prioritas dalam pengeluaran 

APBD. Apa-bila daerah tidak memenuhi kewajiban 'pembayaran atas 

pinjaman daerah dari pemerintah, pemerintah dapat memperhitungkan 

kewajiban tersebut dengan DAU kepada daerah. Pelaksanaan 

pinjaman daerah sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah (PP). 

5) Dana Darurat 

Dalam hal untuk keperluan yang mendesak kepada daerah 

tertentu diberikan dana darurat yang berasal dari APBN. Prosedur dan 

tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

6) Keterlibatan Swasta 

Sekalipun diproyeksikan terjadi peningkatan kemampuan 

keuangan dan makin besar diskresi daerah dalam bidang anggaran, 

kita dihadapkan semakin banyaknya fungsi pemerintahan yang 

 
 



39 
 

dimiliki oleh daerah, akan terdapat keterbatasan-keterbatasan tertentu 

dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada 

masyarakat. 

Sesuai dengan paradigms good governance dan reiventing 

government dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan dapat 

melibatkan sektor swasta dan komunitas setempat dengan tetap 

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung 

jawabkan dan keadilan bagi masing-masing pihak termasuk DPRD. 

Perlu dipahami, bahwa keterlibatan sektor swasta dan 

komunitas dalam pembangunan dan pelayanan yang bersifat lokalitas 

memiliki  perbedaan yang sangat penting. Sektor swasta berorientasi 

pada mencari keuntungan, sehingga perilakunya dipandang sebagai 

selfish. Sedangkan komunitas berorientasi pada nirlaba (nonprofit), 

sehingga pelakunya dipandang sebagai kolektivitas. Dengan ikut serta 

keterlibatan sektor swasta dan komunitas tersebut, beban pemerintah 

daerah menjadi berkurang. Peran pemerintah daerah tidak lagi sebagai 

pemberi pelayanan, tetapi sebagai pembenar pelayanan. Oleh sebab 

itu, organisasi pemerintah daerah tidak perlu bengkak dan berjenjang 

atau hierarkis. 

Dalam kehidupan demokratis dengan keterlibatan dan peran serta 

masyarakat, kecenderungan pergeseran dari demokrasi perwakilan ke 

peran serta demokrasi. Dalam konteks inilah, peran komunitas dalam 

penyelenggaraan otonomi, baik dalam formulasi maupun implementasi 
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kebijakan dapat beragam sesuai dengan saluran-saluran (kran) yang dapat 

dibuka oleh lembaga-lembaga pemerintahan setempat. 

c. Derajat Desentralisasi dan Tingkat Kemandirian Daerah 

Menurut Halim (2004: 187), ciri utama suatu daerah raampu 

melaksanakan otonomi adalah: 

1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh 

karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang 

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

3) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan. 

4) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh 

karena itu, PAD harus raenjadi sumber keuangan terbesar yang 

didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan 
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antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan 

daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, 

untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, 

salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Dalam 

mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat otonomi fiskal 

antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Reksohadiprodjo (2000: 

155) derajat otonomi fiskal daerah dapat diukur dengan cara sebagai 

berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

TPD     = Total Penerimaan Daerah 

BHP    = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak          

B      = Subsidi ataii Bantuan yang diterima Pemda 

DOF    = Derajat Otonomi Fiskal 

DOP    = Derajat Otonomi Perpajakan 

DOB    = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan 
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Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dengan derajat otonomi fiskal menurut Halim (2004: 188 - 189) dapat 

dibedakan menjadi empat macam klasifikasi daerah, yaitu: 

1) Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%, maka daerah tergolong 

kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola 

hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana 

pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada 

pemerintah daerah. 

2) Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%, maka daerah 

tergolong sedikit mampu   melaksanakan   urusan   otonominya,   pola   

hubungan   yang dipergunakan  adalah  pola  hubungan  konsultatif 

yaitu  sudah  mulai berkurangnya pengarahan atau campur tangan 

pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat. 

3) Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%, daerah tergolong 

mendekati mampu   melaksanakan   urusan   otonominya,   pola   

hubungan   yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, 

dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi 

pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat 

kemandiriannya sudah lebih tinggi. 

4) Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% -100%, maka daerah 

tergolong mampu   melaksanakan   urusan   otonominya, pola   

hubungan   yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, 

dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur 

 
 



43 
 

tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah 

yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk 

mandiri. 

3. Kerangka Berpikir 

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di 

daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, 

peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan 

keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daeah yang 

semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka 

kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber 

penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD 

tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan 

restribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, 

kendaran bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan 

bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi 

dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang 

burung wallet, dan pajak reklame. 

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari 

bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan, penerimaan dari Sumber Daya Alam, serta Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004). Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam 
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merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi 

daerah dalam menghasilkan PAD. Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 

merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting/potensial dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan 

dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep yang membagi 

kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah akan mengatur secara pasti 

pengalokasian dana perimbangan. Dengan demikian, diharapkan daerah akan 

lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan 

antar daerah dapat dikurangi. Sumber penerimaan dalam negeri yang paling 

dominan dan bisa diandalkan adalah pajak daerah. Dengan dilakukannya 

pemungutan pajak daerah, maka peranan dan kontribusi pajak daerah terhadap 

penerimaan daerah semakin dominan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis 

pemungutan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang. 

Berdasarkan karakteristik masalahnya, maka penelitian ini termasuk pada 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengungkapkan suatu masalah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 26). 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik 

beratkan pada DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam suatu kurun waktu, yakni pada 

bulan November 2013 sampai dengan Februari 2014. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek yang akan diteliti adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sleman. 

b. Objek Penelitian 

Adapun objek yang akan diteliti adalah data laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 
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4. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan menitik beratkan 

pada DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. Data penelitian diperoleh 

melalui dokumentasi secara langsung pada DPKAD dan DISPENDA Kabupaten 

Sleman. Data yang dikumpulan antara lain laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Sleman berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Sleman serta catatan atas biaya pemungutan pajak. Biaya pemungutan 

didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan 

operasional pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Adapun 

periode dari data yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2007 sampai 

dengan 2012. 

5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data (Indriantoro dan 

Supomo, 2002: 146). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif yaitu data dalam berbentuk angka. Apabila ditinjau dari 

sumber data, maka data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder yang dikumpulkan penulis antara lain berupa bukti, catatan atau 

laporan keuangan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) 
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yang telah dipublikasikan. Data sekunder tersebut berupa Laporan Realisasi 

Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman serta catatan atas biaya pemungutan 

pajak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang didokumentasikan dari 

DPKAD dan DISPENDA Kabupaten Sleman. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, peneliti memperoleh informasi dari responden 

atau subjek penelitian dalam bentuk laporan tentang hal-hal atau pribadinya 

yang diketahui (Arikunto, 2010: 139). Dalam mengumpulkan data atau 

informasi tersebut digunakan metode atau teknik yang telah diatur sehingga 

pengumpulan data penelitian dapat dilakukan secara terarah. Adapun metode-

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

dokumentasi. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang antara lain berupa 

memo atau dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis dari instansi yang 

bersangkutan dengan objek penelitian dan sumber-sumber lain untuk 

mendapatkan teori yang mendukung penelitian ini. Data dokumentasi yang 

diperukan pada penelitian ini antara lain adalah gambaran umum tentang 

Kabupaten Sleman dan data menganai laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sleman. 

6. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini adalah 3 (tiga) faktor yang merupakan rasio 

dari penerimaan pajak terhdap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga faktor 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau 

dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi dikatakan efisien 

apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-

rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-

besarnya (spending well). Sehingga yang dimaksud dengan efisiensi pada 

penelitian ini adalah tingkat perbandingan antara biaya dan penerimaan pajak 

daerah. 

b. Efektivitas 

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan 

dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga efektivitas dalam 

penelitian ini diartikan sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan dan 

target atau potensi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

c. Kontribusi 

Kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama-

sama antara suatu pihak dengan pihak lainnya untuk tujuan pendapatan, biaya, 

keuntungan dan kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak 

daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
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7. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk 

memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, alat analisis yang digunakan 

merupakan alat analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis dalam 

bentuk perhitungan angka-angka berdasarkan data yang terkumpul. Adapun alat 

analisis yang digunakan adalah rumus efisiensi, efektivitas dan rasio kontribusi. 

Uraian dari masing-masing alat analisis tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Efisiensi 

Rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah 

adalah (Halim, 2004: 56):  

 

 

 

Biaya pemungutan yang dimaksudkan adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh DPKD Kabupaten Sleman dalam rangka pemungutan pajak daerah. 

Devas, et al. (1999) menyatakan bahwa perhitungan tingkat efisiensi dapat 

diukur dengan kategori sebagai berikut. 

Tabel 3.1. 

Kategori Efisiensi 

Persentase  Kriteria 
kurang dari 20% sangat efisien 

20% - 85% efisien 
lebih dari 85% tidak efisien 

 

         Biaya Pemungutan Pajak Daerah 
Rasio Efisiensi  =                x 100% 
          Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
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b. Efektivitas 

Perhitungan terhadap efektivitas pajak daerah pada penelitian ini 

dilakukan dengan dua metode. Kedua metode tersebut adalah rasio 

perbadingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan 

pajak dan rasio perbadingan antara realisasi penerimaan pajak terhadap 

potensi penerimaan pajak. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung tingkat efektivitas adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 54): 

 

 

 

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasiakan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target 

yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektivitas 

pajak daerah dapat dikategorikan sebagai berikut. 

Tabel 3.2. 

Kategori Efektivitas 

Persentase  Kriteria 
lebih dari 100% sangat efektif 

90% - 100% efektif 
80% - 90% cukup efektif 
60% - 80% kurang efektif 

kurang dari 60% tidak efektif 
  

 

 

 

 

              Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Rasio Efektivitas  =                       x 100% 
                Target Penerimaan Pajak Daerah 
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c. Kontribusi 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2004: 59): 

 

 

 

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah 

memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan 

pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah 

pada periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya, berarti semakin besar pula 

peranan kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula 

sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah disusun ukuran sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 

146). 

Tabel 3.3. 

Kategori Kontribusi 

Persentase  Kriteria 
80% - 100% sangat besar 
60% - 79% besar 
40% - 59% cukup  
20% - 39% kecil 
0% - 19% Sangat kecil 

 

  Σ Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Kontribusi  =                          x 100% 
           Σ Realisasi Penerimaan PAD  
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d. Perbandingan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis perbandingan 

pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap 

anggaran pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 

b. Menentukan tahun dasar dari pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

yang akan dihitung. 

c. Menghitung  perbandingan  pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

dari tahun ke tahun dengan menggunakan analisis Angka Indeks Berantai 

(Chain's Index). Indeks ini dinyatakan dalam rumus: 

 

Keterangan: 

Vn,n-l  = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n -1 

Σ  = Jumlah 

Vn-1  = Nilai realisasi pajak daerah dan PAD tahun sebelumnya 

Vn   = Nilai realisasi pajak daerah dan PAD pada tahun berjalan 

e. Tingkat Kemandirian Daerah 

Tingkat kemandirian daerah dihitung dengan langkah-langkah 

sebagaimana berikut. 

a. Menentukan realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran 

Pendapatan Asli Daerah. 

b. Menghitung Derajat Otonomi Fiskal, yang berguna untuk mengukur 
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tingkat kemampuan keuangan daerah. 

Menurut Reksohadlprodjo (2000: 155), Derajat Otonomi Fiskal 

Daerah dapat diukur dengan rumus berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

TPD = Total Penerimaan Daerah 

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak      

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda 

DOF = Derajat Otonomi Fiskal 

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan 

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan  

Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah kemudian 

diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut.  

Tabel 3.4. 

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemandirian (%) (DOF) Kemampuan Daerah Pola Hubungan 
0 - 25 Rendah sekali Instruktif 

25,1 - 50 Rendah Konsultatif 
50,1 - 75 Sedang Partisipatif 
75,1 - 100 Tinggi Delegatif 

Sumber: Halim (2004:189) 
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Keterangan: 

a. Apabila tingkat kemandirian antara 0% - 25%, maka daerah tergolong 

kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola 

hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana 

pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada 

pemerintah daerah. 

b. Apabila tingkat kemandirian antara 25,1% - 50%, maka daerah tergolong 

sedikit mampu  melaksanakan  urusan  otonominya,  pola  hubungan  yang 

dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai 

berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena 

kemampuan daerah meningkat. 

c. Apabila tingkat kemandirian antara 50,1% - 75%, daerah tergolong 

mendekati mampu  melaksanakan  urusan  otonominya,  pola hubungan  

yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah 

pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat 

pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih 

tinggi. 

d. Apabila tingkat kemandirian antara 75,1% -100%, maka daerah tergolong 

mampu  melaksanakan  urusan  otonominya, pola  hubungan yang 

dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat 

sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus 

urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-

benar telah matang dan mampu untuk mandiri. 
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f. Sektor-sektor Pajak Daerah yang Berpotensi untuk Dikembangkan 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis sektor-sektor 

pajak daerah yang berpotensi untuk dikembagkan adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan realisasi masing-masing pos pajak daerah dan realisasi total 

Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran 

Pendapatan Asli Daerah. 

b. Menghitung kontribusi dari masing-masing pos pajak daerah terhadap 

realisasi Pendapatan Asli Daerah. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pos-pos 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai 

berikut (Halim, 2004: 59). 

 

c. Mengidentifikasi sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman 

melalui rasio kontribusi dengan kriteria rasio kontribusi yang lebih 

dominan dan lebih besar. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan masalah atau permasalahan 

agar tujuan penelitian dapat tercapai dan hipotesis dapat terjawab. Untuk itu, dalam 

proses analisis data diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan objek yang 

diteliti. Efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada Kabupaten Sleman merupakan permasalahan dalam penelitian 

ini. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka pada bab ini peneliti akan 

mengemukakan gambaran umum objek penelitian serta hasil-hasil yang diperoleh 

melalui penelitian. 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Analisis Efisiensi 

Efisiensi pajak daerah digunakan untuk mengukur bagian dari hasil 

pajak yang digunakan untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka pengelolaan pajak daerah. Dengan mengetahui efisiensi pajak, maka 

pihak Badan Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah mendapat 

gambaran mengenai kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan pajak 

daerah di masa yang akan datang, sehingga akan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak daerah dan menekan pengeluaran yang tidak perlu. 

Perhitungan tingkat efisiensi dapat diukur sebagai berikut. 

d) Persentase yang dicapai kurang dari 20% dinilai sangat efisien.  

e) Persentase yang dicapai antara 20% sampai dengan 85% dinilai efisien.  

f) Persentase yang dicapai diatas 85 % berarti tidak efisien. 
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Data yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak daerah adalah 

biaya pemungutan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dari 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Efisiensi pajak berhubungan dengan 

besarnya biaya pemungutan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Biaya 

pemungutan pajak didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk 

pembiayaan kegiatan operasional pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh 

dinas terkait. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak 

harus diperhitungkan, agar pajak yang diterima tidak lebih rendah daripada 

biaya pengurusan pajak tersebut. Perhitungan efisiensi penerimaan pajak 

daerah diformulasikan dengan rumus berikut. 

 

 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat efisiensi 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1. 

Tingkat Efisiensi Pajak Daerah 

Tahun Biaya Pemungutan 
Pajak Daerah (Rp) 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Daerah (Rp) Efisiensi  Keterangan 

2008 3,863,769,282.00 61,020,899,130.70 6.33% Sangat Efisien 
2009 5,496,579,250.00 71,044,731,106.66 7.74% Sangat Efisien 
2010 5,494,784,450.00 80,611,542,955.52 6.82% Sangat Efisien 
2011 6,212,179,140.00 142,698,407,280.12 4.35% Sangat Efisien 
2012 8,141,215,000.00 177,835,870,150.47 4.58% Sangat Efisien 
2013 14,936,171,045.00 281,385,141,223.77 5.31% Sangat Efisien 

Rata-Rata Efisiensi Pajak Daerah 5.85% Sangat Efisien 
Sumber: data diolah (2014) 

           Biaya Pemungutan Pajak daerah 
Rasio Efisiensi  =                x 100% 

        Realisasi Penerimaan Pajak daerah 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efsiensi pajak daerah 

berfluktuasi setiap tahunnya. Tabel 4.1. menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan tingkat efisiensi pajak daerah tergolong sangat efisien. Namun 

demikian, dari hasil analisis pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2011 dan 2012 rasio efisiensi mengalami penurunan dibandingkan 

tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Rasio efisiensi penerimaan pajak 

daerah pada tahun 2009 menunjukkan persentase yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan tahun sebelum maupun tahun sesudahnya. Kurangnya 

tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2011 dan 2012 disebabkan biaya 

pemungutan pajak daerah yang cukup besar dibandingkan realisasi 

penerimaan pada tahun 2011 dan 2012 tersebut. Biaya yang cukup besar ini 

berasal dari besarnya biaya operasional yang digunakan dalam pemungutan 

pajak akibat tidak adanya sistem administrasi yang baik pada saat 

pemungutan pajak. Dengan sistem administrasi yang tidak tertata tersebut 

seringkali penagihan pajak dilakukan berulang-ulang sehingga menambah 

biaya operasional pemungutan pajak. Kondisi ini perlu disadari juga tidak 

sepenuhnya sebagai kurangnya kualitas sistem administrasi, namun perlu 

diingat bahwa pada tahun tersebut Kabupaten Sleman melakukan beberapa 

perubahan pada sistem perpajakan. Hal ini juga diperkirakan dapat 

mempengaruhi sistem administrasi perpajakan Kabupaten Sleman. 

Namun demikian, tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun berikutnya 

meningkat karena adanya perbaikan pada sistem administrasi pemungutan 

pajak daerah. Selain itu, Kabupaten Sleman juga mulai ditata kembali setelah 
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perubahan sistem administrasi perpajakan tersebutr. Dengan demikian dapat 

dilihat bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2013, pajak daerah dapat 

dikategorikan sangat efisien dengan rata-rata persentase rasio efisiensi sebesar 

5,85%. 

2. Analisis Efektivitas 

Efektivitas merupakan upaya untuk mengerjakan semua pekerjaan 

secara tepat dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki 

dan sesuai dengan tujuan operasional. Analisis efektivitas dilakukan untuk 

menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. 

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target dan 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Tingkat efektivitas pajak daerah 

dapat dikategorikan berdasarkan persentase sebagai berikut. 

a. Persentase tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.  

b. Persentase tingkat pencapaian 90% - 100% berarti efektif.  

c. Persentase tingkat pencapaian 80% - 90% berarti cukup efektif.  

d. Persentase tingkat pencapaian 60% - 80% berarti kurang efektif.  

e. Persentase tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif. 

Data yang digunakan dalam perhitungan tingkat efektivitas pajak 

daerah adalah data target dan realisasi pajak daerah pada Kabupaten Sleman 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Untuk menghitung tingkat efektivitas 

pajak daerah pada Kabupaten Sleman digunakan rumus berikut ini. 

 
      Realisasi Penerimaan Pajak daerah 

Rasio Efektivitas  =                       x 100% 
       Target Penerimaan Pajak daerah 
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Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat efektivitas 

penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2. 

Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 

Tahun Target Penerimaan 
Pajak Daerah (Rp) 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Daerah (Rp) Efektivitas  Keterangan 

2008 61,020,899,130.70 49,171,622,443.00 124.10% Sangat Efektif 
2009 71,044,731,106.66 56,350,000,000.00 126.08% Sangat Efektif 
2010 80,611,542,955.52 75,969,096,600.00 106.11% Sangat Efektif 
2011 142,698,407,280.12 122,700,165,400.00 116.30% Sangat Efektif 
2012 177,835,870,150.47 148,350,000,000.00 119.88% Sangat Efektif 
2013 281,385,141,223.77 223,900,000,000.00 125.67% Sangat Efektif 

Rata-Rata Efektivitas Pajak Daerah 119.69% Sangat Efektif 
Sumber: data diolah (2014) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pada 

pajak daerah termasuk pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 

persentase sebesar 119,69% selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. 

Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak daerah 

pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 juga berfluktuasi, atau mengalami 

kenaikan dan penurunan. Namun demikian, dari keseluruhan tahun yang 

diamati dapat diketahui bahwa pemungutan pajak tergolong sangat efektif 

setiap tahunnya. Hal ini disebabkan rasio efektivitas terendah adalah pada 

tahun 2010 dengan tingkat efektivitas sebesar 106,11%, sedangkan rasio 

tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat efektivitas sebesar 126,08%. 

Kurang efektifnya penerimaan pajak pada tahun 2010 terjadi akibat perubahan 
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peraturan daerah sehingga terjadi penurunan tarif pada beberapa jenis pajak 

daerah. 

3. Analisis Kontribusi 

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan restribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Sleman. Pada akhirnya kontribusi ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan atau memberi gambaran yang jelas 

mengenai tindakan yang harus lebih diperhatikan dalam pemungutan pajak 

daerah sebagai usaha untuk meningkatkan peranannya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi 

pajak daerah adalah data realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Sleman tahun 

2008 sampai dengan tahun 2010. Untuk menghitung kontribusi pajak daerah 

digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Dalam mengukur kontribusi dilakukan dengan membandingkan 

penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya semakin besar pula peranan pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga sebaliknya, jika 

perbandingannya lebih kecil berarti peranan pajak daerah terhadap 

     Σ Realisasi Penerimaan Pajak daerah 
Kontribusi  =                          x 100% 

Σ Realisasi Penerimaan PAD  
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai 

hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. 

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah 

Tahun 
Realisasi 

Penerimaan Pajak 
Daerah (Rp) 

Realisasi 
Penerimaan PAD 

(Rp) 

Tingkat 
Kontribusi 

(%) 
Keterangan 

2008 61,020,899,130.70 140,631,359,142.43 43.39% Cukup 
2009 71,044,731,106.66 157,231,267,811.84 45.18% Cukup 
2010 80,611,542,955.52 163,056,459,137.93 49.44% Cukup 
2011 142,698,407,280.12 226,723,271,088.47 62.94% Besar 
2012 177,835,870,150.47 301,069,539,284.13 59.07% Cukup 
2013 281,385,141,223.77 456,026,490,587.83 61.70% Besar 

Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah 53.62% Cukup 
Sumber: data diolah (2014) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap 

PAD mengalami perubahan setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah 

terhadap PAD dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 

53,62% dengan kategori cukup. Kontribusi pajak daerah yang paling rendah 

adalah pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 43,39%, sedangkan 

kontribusi pajak daerah yang paling tinggi adalah pada tahun 2011 dengan 

persentase sebesar 62,94% dengan kategori besar. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman. 

4. Perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Sleman Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 
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Realisasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten 

Sleman Tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel-tabel 

berikut. 

Tabel 4.4. 

Data Realisasi Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Sleman  

Tahun Pajak Daerah PAD 
2008 61,020,899,130.70 140,631,359,142.43 
2009 71,044,731,106.66 157,231,267,811.84 
2010 80,611,542,955.52 163,056,459,137.93 
2011 142,698,407,280.12 226,723,271,088.47 
2012 177,835,870,150.47 301,069,539,284.13 
2013 281,385,141,223.77 456,026,490,587.83 

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman (data diolah) 

Selanjutnya, perbandingan perkembangan pajak daerah dan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dihitung dengan menggunakan 

analisis angka indeks berantai (Chain’s Index) dengan tahun 2003 sebagai 

tahun dasar. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

Vn,n-l  = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar n -1 

Σ  = Jumlah 

Vn-1  = Nilai realisasi PAD tahun sebelumnya 

Vn      = Nilai realisasi PAD pada tahun berjalan 

Hasil perhitungan angka indeks berantai perhitungan Pendapatan Asli 

Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut. 
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 Tabel 4.5. 

Perkembangan Pajak Derah dan PAD dengan Angka Indeks Berantai 

Tahun 
Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah 

Realisasi Angka 
Indeks Realisasi Angka 

Indeks 
2008 61,020,899,130.70 - 140,631,359,142.43 - 
2009 71,044,731,106.66 116% 157,231,267,811.84 112% 
2010 80,611,542,955.52 113% 163,056,459,137.93 104% 
2011 142,698,407,280.12 177% 226,723,271,088.47 139% 
2012 177,835,870,150.47 125% 301,069,539,284.13 133% 
2013 281,385,141,223.77 158% 456,026,490,587.83 151% 

Sumber: data diolah (2014) 

Tabel dan perhitungan di atas menunjukkan bahwa pajak daerah dan 

PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami 

peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah berkisar antara 12% 

sampai dengan 77%, sedangkan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan 

Asli Daerah adalah sebesar 4% hingga mencapai 51%. Perkembangan pajak 

daerdah dan PAD pada setiap tahunnya diuraikan sebagai berikut. 

a. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2008 
Perkembangan pajak daerah dan PAD pada tahun 2008 tidak 

terlihat, disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun dasar atau 

periode awal tahun perhitungan. 

b. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2009 
Pada tahun 2009, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami 

peningkatan sebesar 16%, dari sebesar Rp. 71,044,731,106.66 (100%) 

pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 71,044,731,106.66 (116%) pada 

tahun 2009. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 
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12%, dari sebesar Rp. 140,631,359,142.43 (100%) pada tahun 2008 

menjadi sebesar Rp. 157,231,267,811.84 (112%) pada tahun 2009. 

c. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2010 
Pada tahun 2010, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami 

peningkatan sebesar 13%, dari sebesar Rp. 61,020,899,130.70 (100%) 

pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 80,611,542,955.52 (113%) pada 

tahun 2010. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 4%, 

dari sebesar Rp. 157,231,267,811.84 (100%) pada tahun 2009 menjadi 

sebesar Rp. 163,056,459,137.93 (104%) pada tahun 2010. 

d. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2011 
Pada tahun 2011, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami 

peningkatan sebesar 77%, dari sebesar Rp. 80,611,542,955.52 (100%) 

pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 142,698,407,280.12 (177%) pada 

tahun 2011. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 

39%, dari sebesar Rp. 163,056,459,137.93 (100%) pada tahun 2010 

menjadi sebesar Rp. 226,723,271,088.47 (139%) pada tahun 2011. 

e. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2012 
Pada tahun 2012, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami 

peningkatan sebesar 25%, dari sebesar Rp. 142,698,407,280.12 (100%) 

pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 177,835,870,150.47 (125%) pada 

tahun 2012. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 

33%, dari sebesar Rp. 226,723,271,088.47 (100%) pada tahun 2011 

menjadi sebesar Rp. 301,069,539,284.13 (133%) pada tahun 2012. 

f. Perkembangan pajak daerah dan PAD tahun 2013 
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Pada tahun 2013, pajak daerah Kabupaten Sleman mengalami 

peningkatan sebesar 58%, dari sebesar Rp. 177,835,870,150.47 (100%) 

pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 281,385,141,223.77 (158%) pada 

tahun 2013. PAD Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebesar 

51%, dari sebesar Rp. 301,069,539,284.13 (100%) pada tahun 2012 

menjadi sebesar Rp. 456,026,490,587.83 (151%) pada tahun 2013. 

5. Tingkat Kemandirian Daerah 

a. Derajat Otonomi Fiskal 

Derajat otonomi fiskal digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan keuangan daerah. Kriteria tingkat kemampuan keuangan 

daerah dapat diketahui dari hasil perhitungan yang dikonsultasikan dengan 

interval klasifikasi kemandirian daerah. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan derajat otonomi fiskal adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

DOF = Derajat Otonomi Fiskal 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

TPD = Total Penerimaan Daerah 

Hasil perhitungan derajat otonomi fiskal di atas kemudian 

dikonsultasikan dengan interval klasifikasi kemandirian daerah. Kriteria 

tingkat kemandirian daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.6. 

Tingkat Kemampuan Daerah Kabupaten Sleman  

dengan Derajat Otonomi Fiskal  

Tahun PAD (Rp) TPD (Rp) DOF 
(%) 

Kriteria 
Kemampuan 

Daerah 

Pola 
Hubungan 

2008 140,631,359,142.43 946,476,028,092.43 14.86% Rendah sekali Instruktif 
2009 157,231,267,811.84 996,182,714,691.84 15.78% Rendah Sekali Instruktif 
2010 163,056,459,137.93 1,095,628,887,560 14.88% Rendah Sekali Instruktif 
2011 226,723,271,088.47 1,311,473,547,855 17.29% Rendah Sekali Instruktif 
2012 301,069,539,284.13 1,589,722,974,409 18.94% Rendah Sekali Instruktif 
2013 456,026,490,587.83 1,899,525,636,839 24.01% Rendah Sekali Instruktif 

Sumber: data diolah (2014) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan derajat 

otonomi fiskal Kabupaten Sleman mengalami kenaikan dan penurunan. 

Namun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat 

otonomi fiskal Kabupaten Sleman cenderung mengalami kenaikan. 

Penurunan hanya terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Pada tahun 2009, 

terjadi kenaikan derajat otonomi fiskal sebesar 0.92 % dari sebesar 

14.86% pada tahun 2008 menjadi sebesar 15.78% pada tahun 2009. Tahun 

2010 terjadi penurunan dengan persentase sebesar 0.90% dari sebesar 

15.78% pada tahun 2009 menjadi 14.88% pad atahun 2010. Kenaikan 

derajat otonomi fiskal kembali terjadi pada tahun 2011 sebesar 2.41%, 

dari sebesar 14.88% pada tahun 2010 menjadi sebesar 17.29% pada tahun 

2011. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2012 sebesar 1.65%, 

dari sebesar 17.29% pada tahun 2011 menjadi sebesar 18.94% pada tahun 

2012. Kenaikan derajat otonomi fiskal pada tahun 2013 sebesar 5.07%, 
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dari sebesar 18.94% pada tahun 2012 menjadi sebesar 24.01% pada tahun 

2013. 

b. Derajat Otonomi Perpajakan 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam membiayai 

keuangan daerah dengan sumber pendapatan dari bagi hasil pajak dan 

bukan pajak digunakan derajat otonomi perpajakan. Semakin besar 

proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan 

daerah, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pula kemampuan 

daerah dalam membiayai keuangan. Sebaliknya, apabila proporsi bagi 

hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah semakin 

kecil maka daerah dinilai kurang mampu untuk membiayai keuangannya. 

Derajat otonomi perpajakan dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

 

Keterangan: 

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan 

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

TPD = Total Penerimaan Daerah 

Hasil perhitungan derajat otonomi perpajakan dengan rasio 

kontribusi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan 

daerah pada Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7. 

Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Sleman 

Tahun BHP (Rp) TPD (Rp) DOF (%) 
2008 86,195,950,722 946,476,028,092 9.11% 
2009 93,869,391,280 996,182,714,692 9.42% 
2010 107,029,836,398 1,095,628,887,560 9.77% 
2011 79,317,976,957 1,311,473,547,855 6.05% 
2012 98,874,892,150 1,589,722,974,409 6.22% 
2013 47,256,439,773 1,899,525,636,839 2.49% 

Sumber: data diolah (2014) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa derajat otonomi perpajakan 

daerah Kabupaten Sleman untuk tahun 2008 sampai dengan 2013 

cenderung mengalami penurunan. Kenaikan yang terjadi menunjukkan 

persentase yang sangat kecil yaitu sebesar 0.32% pada tahun 2010 dari 

sebesar 9.42% pada tahun 2009  menjadi 9.77% pada tahun 2010. 

Kenaikan juga terjadi sebesar 0.17% dari 6.05% pada tahun 2011 menjadi 

6.22% pada tahun 2012. Sebaliknya, penurunan yang terjadi lebih besar 

dibandingkan kenaikan. Pada tahun 2011, terjadi penurunan sebesar 

3.72% dari 9.77% pada tahun 2010 menjadi 6.05% pada tahun 2011. 

Tahun 2013, penurunan kembali terjadi sebesar 3.73% dari 6.22% pada 

tahun 2012 menjadi 2.49% pada tahun 2013.  

c. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan 

Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat dapat diketahui dengan menghitung derajat 

otonomi sumbangan dan bantuan. Semakin tinggi derajat otonomi 

sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. maka semakin 
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besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat. Sebaliknya, semakin rendah derajat otonomi sumbangan dan 

bantuan terhadap total pendapatan daerah. maka semakin kecil pula 

tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 

Derajat otonomi sumbangan dan bantuan dapat dihitung menggunakan 

rumus berikut. 

 

Keterangan: 

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan 

B = Smbangan dan bantuan yang diterima pemerintah daerah 

TPD = Total Penerimaan Daerah 

Hasil perhitungan derajat otonomi sumbangan dan bantuan dengan 

rasio kontribusi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total 

penerimaan daerah pada Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.8. 

Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Sleman 

Tahun B (Rp) TPD (Rp) DOF (%) 
2008 638,474,114,000 946,476,028,092 67.46% 
2009 640,446,548,000 996,182,714,692 64.29% 
2010 665,320,491,550 1,095,628,887,560 60.72% 
2011 704,635,550,450 1,311,473,547,855 53.73% 
2012 868,791,375,975 1,589,722,974,409 54.65% 
2013 971,765,442,000 1,899,525,636,839 51.16% 

Sumber: data diolah (2014) 
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Hasil analisis dan perhitungan menunjukkan bahwa derajat 

otonomi sumbangan dan bantuan Kabupaten Sleman cenderung 

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami 

penurunan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2011, yaitu 

sebesar 7% dari 60.72% pada tahun 2010 menjadi 53.73% pada tahun 

2011. Kenaikan terjadi hanya pada tahun 2012, yaitu sebesar 0.92% dari 

53.73% pada tahun 2011 menjadi 54.65% pada tahun 2012. Derajat 

otonomi sumbangan dan bantuan pada tahun 2013 merupakan derajat 

yang paling kecil dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013. 

Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2013, ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat merupakan tingkat 

ketergantungan yang paling kecil.  

6. Sektor-Sektor Potensial dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Setelah mendapatkan gambaran umum tentang Pendapatan Asli 

Daerah, selanjutnya dapat diidentifikasi pos-pos dari pajak daerah yang 

potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini dapat diketahui 

dari kontribusi masing-masing pos pajak daerah. Kontribusi pos-pos pajak 

daerah dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.9. 

Rasio Kontribusi Pos-Pos Pendapatan Asli Daerah 

Jenis Penerimaan Rasio Kontribusi Rata-rata 
Kontribusi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pajak Hotel 23.80% 25.60% 27.88% 15.86% 18.12% 14.75% 21.00% 
Pajak Restoran 10.94% 10.74% 12.65% 9.29% 9.42% 7.48% 10.09% 
Pajak Hiburan 5.82% 5.12% 4.71% 1.90% 2.14% 1.75% 3.57% 
Pajak Reklame 13.35% 12.68% 11.24% 6.53% 6.38% 4.32% 9.08% 
Pajak Penerangan 
Jalan Umum 44.12% 43.90% 41.71% 28.05% 23.36% 17.56% 33.12% 
Pajak Pengambilan 
BGGC 0.90% 0.93% 0.87% 2.26% 4.51% 3.31% 2.13% 
Pajak Parkir 1.07% 1.02% 0.96% 0.60% 0.48% 0.37% 0.75% 
Pajak BPHTB - - - 34.50% 34.54% 29.27% 32.77% 
Pajak Air tanah 
(SDAEM) - - - 1.01% 1.05% 0.72% 0.93% 
Pajak Bumi dan 
Bangunan - - - - - 20.47% 20.47% 
Sumber: data diolah (2014) 

Berdasarkan data pajak daerah setelah diurutkan maka akhirnya 

diperoleh kontribusi rata-rata pos pajak daerah, yaitu pos; (1) pajak hotel 

sebesar 21.00%, (2) pajak restoran sebesar 10.09%, (3) pajak hiburan sebesar 

3.57%, (4) pajak reklame sebesar 9.08%, (5) pajak penerangan jalan umum 

sebesar 33.12%, (6) pajak pengambilan BGGC sebesar 2.13%, (7) pajak 

parkir sebesar 0.75%, (8) pajak BPHTB sebesar 32.77%, (9) pajak air tanah 

sebesar 0.93%, dan (10) pajak bumi dan bangunan sebesar 20.47%. 

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa pos pajak daerah yang memiliki kontribusi 

paling besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman adalah pajak 

penerangan jalan umum dan pajak BPHTB dengan rata-rata kontribusi selama 

periode tahun 2008 sampai 2013 masing-masing sebesar 33.12% untuk pajak 

penerangan jalan umum dan 32.77% untuk pajak BPHTB. Dengan demikian, 
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dapat dikatakan bahwa sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah 

sektor-sektor dari pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB. 

B. Hasil dan Analisis 

Pada analisis data yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui 

bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman tahun 2008 

sampai dengan 2013 sudah sangat efisien. Apabila dilihat dari segi efektivitas 

dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada Kabupaten 

Sleman dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat dikategorikan efektif. 

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

tahun 2008 sampai dengan 2013 dapat dikategorikan cukup. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa sudah tidak adalah 

penerimaan pajak yang dikategorikan belum efisien, tidak efektif dan memiki 

kontribusi sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman 

pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Namun demikian, penerimaan pajaka 

daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2013 masih terbilang fluktuatif. Artinya, 

penerimaan pajak tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi 

juga mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi dapat disebabkan karena 

berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan hambatan atau kendala bagi 

pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sleman.  

Hambatan-hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pemungutan 

pajak daerah antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan tidak optimalnya 

sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah. Selain itu, rendahnya 
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intensifikasi pemungutan pajak daerah juga menyebabkan realisasi penerimaan 

pajak terkadang tidak begitu jauh melebihi target yang telah ditentukan 

sebelumnya. Adanya peraturan daerah yang kurang efektif untuk diterapkan 

dalam masyarakat dalam rangka pemungutan pajak, kurangnya penyuluhan dan 

sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah, serta rendahnya kualitas 

pelayanan dan kualitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai/aparat 

pemungut yang melakukan penagihan dan pemungutan juga turut menentukan 

pencapaian target penerimaan pajak daerah. 

Dengan adanya identifikasi terhadap berbagai faktor yang merupakan 

kendala atau hambatan bagi penerimaan pajak tersebut maka diharapkan 

pemerintah dapat menyusun suatu strategi yang dapat digunakan dalam 

pemungutan pajak daerah. Adapun penyusunan strategi tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan terhadap faktor-faktor kendala pemungutan pajak. Dengan 

demikian, strategi yang disusun tersebut dapat dijalankan guna menghindari 

faktor kendala dan hambatan pemungutan pajak. 

Perkembangan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari 

peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Namun 

demikian, apabila ditinjau dari kemandirian daerah maka dapat dikatakan bahwa 

kemandirian Pemerintah Daerah Kebupaten Sleman belum cukup baik. Secara 

keseluruhan, dapat dikatakan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 

Kabupaten Sleman mengalami peningkatan tingkat kemampuan keuangan. 

Dengan demikian, Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kemampuan dalam 
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membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan menggunakan penerimaan dari 

pendapatan asli daerah. Hal ini dapat diketahui dari nilai derajat otonomi fiskal 

yang semakin meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 

2008, derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman adalah sebesar 14.86% dengan 

kemampuan daerah yang tergolong sangat rendah dan pola hubungan instruktur, 

sedangkan pada tahun 2013 derajat otonomi fiskal Kabupaten Sleman menjadi 

sebesar 24.01% dengan kemampuan daerah yang masih tergolong rendah sekali 

dan pola hubungan instruktif. Berdasarkan indikator pola hubungan dan tingkat 

kemampuan daerah dapat dilihat bahwa kemampuan daerah yang rendah sekali 

dan pola hubungan instruktif terjadi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. 

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Sleman pada 

dasarnya masih belum memiliki kemandirian daerah yang baik. 

Hasil pehitungan derajat otonomi perpajakan menunjukkan bahwa dari 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 derajat otonomi perpajakan Kabupaten 

Sleman rata-rata masih rendah. Derajat otonomi perpajakan yang paling tinggi 

hanya terjadi pada tahun 2010. Namun hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun 

berikutnya. Hal ini terjadi karena pada tahun-tahun berikutnya proporsi bagi hasil 

pajak dan bukan pajak masih terbilang kecil dibanding total penerimaan daerah. 

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten 

Sleman yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang rendah. Hasil ini 

juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan pajak pada daerah 

Kabupaten Sleman belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah. 
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Apabila dilihat secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa derajat 

otonomi sumbangan dan bantuan pada Kabupaten Sleman terbilang cukup tinggi, 

dengan nilai rata-rata dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 yang 

melebihi dari 50%. Hal ini dapat diketahui dari besarnya proporsi perbandingan 

sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten 

Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum memperlihatkan 

kecenderungan penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Dari penelitian serta analisis data yang telah dilakukan sebelumnya untuk 

mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli 

Daerah pada Kabupaten Sleman, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai 

berikut ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut. 

1. Hasil perhitungan mengenai tingkat efisiensi pajak daerah dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-

rata tingkat efisiensi pajak daerah adalah sebesar 5.85% dengan kategori 

efisien. Efisiensi pajak daerah tertinggi adalah tahun 2009 dengan persentase 

sebesar 7.74%. Efisiensi pajak daerah terendah adalah tahun 2011 dengan 

persentase sebesar 4.35%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata 

pemungutan pajak daerah pada Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai dengan 

2013 sudah dilakukan dengan sangat efisien.  

2. Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2013 pada Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa rata-

rata tingkat efektivitas pajak daerah adalah sebesar 119.69% dengan kategori 

sangat efektif. Efektivitas pajak daerah dengan persentase tertinggi adalah 
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pada tahun 2009, yaitu sebesar 126.08%, sedangkan efektivitas pajak daerah 

terendah adalah pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 106.11%. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa rata-rata pemungutan pajak daerah pada 

Kabupaten Sleman dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dapat 

dikategorikan sangat efektif. 

3. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki kontribusi 

yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi 

pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 sampai 

dengan 2013 adalah sebesar 53.62% yang termasuk dalam kategori cukup. 

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

tertinggi adalah pada tahun 2011, yaitu sebesar 62.94%, dan kontribusi pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah pada tahun 

2008, yaitu sebesar 43,39%. 

4. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sleman dalam 

periode tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami peningkatan. 

Peningkatan yang terjadi pada pajak daerah berkisar antara 12% sampai 

dengan 77%, sedangkan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli 

Daerah adalah sebesar 4% hingga mencapai 51%. 

5. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sleman secara lebih rinci adalah 

sebagai berikut. 

a. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa derajat otonomi fiskal 

Kabupaten Sleman cenderung tidak mengalami peningkatan yang 
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signifikan dan perubahan pola hubungan dari tahun 2008 sampai dengan 

2013. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa derajat otonomi fiskal 

Kabupaten Sleman cenderung mengalami kenaikan. Penurunan hanya 

terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. Rendahnya derajat otonomi fiskal 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum 

memiliki kemandirian daerah yang baik. 

b. Derajat otonomi perpajakan pada Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 

tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan. 

Derajat otonomi perpajakan yang tinggi terjadi pada tahun 2010, namun 

hal ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Derajat otonomi 

perpajakan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi karena peningkatan yang 

cukup besar pula pada penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan 

pajak. Secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah 

Kabupaten Sleman yang dinilai dari derajat otonomi fiskal masih terbilang 

rendah. Hasil ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil pajak dan bukan 

pajak pada daerah Kabupaten Sleman belum dapat diandalkan sebagai 

sumber pendapatan daerah. 

c. Derajat otonomi sumbangan dan bantuan pemerintah daerah Kabupaten 

Sleman dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2013 cenderung 

mengalami penurunan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan dapat dikatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman terhadap pemerintah pusat cukup tinggi, dan belum 
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memperlihatkan kecenderungan penurunan yang signifikan dari tahun ke 

tahun. 

6. Sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Daerah adalah sektor dari pos pajak penerangan jalan umum

dan pajak BPHTB. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata kontribusi dalam

periode tahun 2008 sampai dengan 2013 yang menunjukkan bahwa kontribusi

pos pajak penerangan jalan umum dan pajak BPHTB memiliki rasio yang

paling besar, yaitu 33.12% untuk pajak penerangan jalan umum dan 32.77%

untuk pajak BPHTB

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil analisis dan beberapa kesimpulan pada penelitian 

ini, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman

diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap efisiensi pemungutan pajak

daerah melalui berbagai upaya, seperti mengklasifikasikan biaya pemungutan

pajak daerah secara lebih rinci, menggunakan tenaga kerja yang profesional

sehingga mengurangi penggunaan dana operasional yang dapat mengurangi

efisiensi, dan menetapkan target yang tidak terlalu rendah sehingga biaya

insentif yang ditetapkan tidak terlalu besar.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dapat

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui berbagai upaya,

seperti meningkatkan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi sumber
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pajak yang terdapat di Kabupaten Sleman, penagihan penyetoran yang belum 

dibayar, dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pembayaran pajak, serta melakukan pengawasan untuk mencegah 

kebocoran dalam pemungutan pajak. 

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman dapat 

meningkatkan kontribusi penerimaan yang bersumber dari pemungutan pajak 

daerah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan 

sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh daerah dengan memperhatikan 

perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan 

intensifikasi pemungutan pajak daerah, melakukan evaluasi terhadap 

peraturan daerah khususnya yang menyangkut pendapatan asli daerah, 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah 

dan retribusi  daerah, dan meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya 

manusia terutama bagi pegawai/aparat pemungut yang melakukan penagihan 

dan pemungutan pajak daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



82 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Edisi Revisi V. Jakarta: PT.Rineka 
Cipta. 

 
Brotodiharjo, R, Santoso. (1991). Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Pertama, 

Cetakan Pertama. Bandung: PT. Eresco. 
 
Devas, Nick; Binder, Brian; Booth, Anne; Davey, Kenneth & Kelly, Roy. (1999). 

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press. 
 
Fatchanie, Meutia. (2007). “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan 

Pajak Parkir di Kabupaten Sleman”. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: 
Universitas Islam Indonesia. 

 
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba 

Empat. 
 
_____, dan Damayanti, Theresia. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  
 
Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE UGM. 
 
Jogiyanto, H.M. (2009). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan 

Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: BPFE UGM. 
 
Kaho, J. Riwu. (2003). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. 

Jakarta:  Rajawali Pers. 
 
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Derah. Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN. 
 
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 
 
MPR RI. “Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan 

dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Jakarta. 
 
Munawir. (1998). Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 
 
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. (2002). “Sejarah Kota Yogyakarta”. Artikel 

Online. http://www.jogjakota.go.id. 
 
Reksohadiprodjo, Sukanto. (2000). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE UGM. 
 
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. 

 
 



83 

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Jakarta. 

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Jakarta 

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Jakarta. 

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta. 

_____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. 

Riduansyah, Mohammad. (2003). “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”. Makara, Sosial 
Humaniora, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2003. 

Soemitro, Rochmat. (1992). Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco. 



84 

LAMPIRAN 


















































































































































	ADPC89F.tmp
	Kata kunci: efisiensi, efektivitas, kemandirian daerah, pajak daerah
	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan
	BAB II
	KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI




